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PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK

Ardhana Januar Mahardhani
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENGANTAR

Kebijakan atau policy dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
(tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita,
tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen usaha mencapai
sasaran. Tentang kebijakan ini terdapat beberapa ahli yang menjelaskan
dengan paradigma yang berbeda, diantaranya adalah Federick yang
mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat juga hambatan dan kesempatan
terhadap pelaksanaan wusulan atas kebijaksanaan tersebut dengan
rangkaian manfaat adalah untuk mencapai tujuan tertentu (Agustino,
2008).

Pengertian kebijakan dari Solichin Abdul Wahab adalah bahwa
terdapat pedoman yang dijadikan batas dan acuan dalam memahami
kebijakan, yaitu: (1) kebijakan tidak sama tetapi dibedakan dari kegiatan
administrasi yang dijalankan, (2) kebijakan mencakup perilaku dan
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KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Bambang Widiyahseno
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

A. PENGANTAR

Kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di
Indonesia dapat dirunut dari beberapa peraturan mulai dari UUD 1945,
Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah.
UUD 1945 pasal 1 ayat (1), pasal 18, 18 A dan 18B menjadi landasan
yuridis utama dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU
tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan kebijakan selanjutnya
dari pasal 18 UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tulisan ini  ingin mengungkap tentang bagaimana kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU Nomor 23 tahun
2014. Namun sebelum membahas soal itu akan penulis singgung dahulu
tentang sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak Indonesia
merdeka tahun 1945. Penyampaian ini dimaksudkan sebagai bahan
wawasan bagi kita apa yang menjadi pertimbangan terjadinya perubahan
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.




p)

gandar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hagghak konstitusional
masyarakat (Nurhadianto and Khamisah,2019). Pembagian urusan
pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah
kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya
akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan
tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak
hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya
dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (Akbal
2016).

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan
konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan
umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan vyang terkait pemeliharaan ideologi
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bhinneka Tunggal lka, menjamin hubungan vyang serasi berdasarkan
suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa
dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada
gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali
kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU Nomor
23 Tahun 2014 di atas adalah sebuah kebijakan normative regulative
berdasarkan peraturan. Tentunya semua itu akan berdampak positif atau
lebih baik manakala dengan diikuti dalam pelaksanaannya di lapangan
yang lebih baik juga. Apakah kebijakan tersebut memiliki dampak yang
lebih efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah atau tidak
memang lebih lanjut perlu banyak dilakukan riset (Usman,2011).
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ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH:
PENGEMBANGAN PERDESAAN DI
KABUPATEN BANYUWANGI

(DARI SMART RURAL MENJADI SMART
KAMPUNG)

Ria Angin
Universitas Muhamamdiyah Jember

A. ABSTRAK

UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 memiliki dua konsep pembangunan
desa. Konsep pertama diuraikan dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa
pemerintah desa memiliki kewenangan membangun desanya atas
prakarsa dan keinginan masyarakat desa sendiri. Lingkup pembangunan
sebatas satu desa yang disebut smart village. Konsep kedua didasarkan
pada klausul pasal 83 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa
pembangunan desa meliputi perdesaan dalam satu kawasan yang meliputi
satu kota/kabupaten. Lingkup pembangunan meliputi kota/kabupaten dan
terdiri dari beberapa desa karenanya disebut smart rural. Pembangunan
smart village dan smart rural secara administrasi tidak mengesampingkan
unsur potensi dan karakteristik yang dimiliki desa. Karena itu strategi yang




kota/kabupaten. Pembangunan smart rural ini secara administrasi tidak
mengesampingkan unsur potensi dan karakteristik yang dimiliki desa.
Karena itu strategi yang digunakan adalah bottom-up. Pemerintah
kabupaten Banyuwangi merubah konsep smart rural menjadi smart
kampung. Perubahan dari smart rural menjadi smart kampung membawa
implikasi perubahan dari strategi bottom-up menjadi top-down.
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PARTISIPASI WARGA NEGARA
DALAM KEBIJAKAN DAERAH
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A. PENGANTAR

Pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah
membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang semula sentralistik. Desentralisasi adalah penyerahan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan
asas otonomi.[1] Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Otonomi daerah adalah sebagai
wujud kepercayaan Pemerintah kepada Daerah. Melalui kepercayaan
tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengelola daerahnya
dengan lebih baik, efisien, adil dan merata. Otonomi daerah dicanangkan
dalam rangka tercapainya suatu bangsa yang lebih demokratis dan sistem
pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif. Dalam konsep
otonomi daerah terkandung makna pembagian kewenangan,
desentralisasi, pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.




pendukung demokrasi karena melalui partisipasi, warga terlibat dalam
urusan pemerintahan daerah. Terdapat sejumlah manfaat dan
keuntungan dengan adanya partisipasi warga dalam kebijakan daerah.
Namun dalam proses pembuatan kebijakan daerah yang partisipatif juga
memiliki tantangan tersendiri yang harus diatasi. Sehubungan hal tersebut,
maka diperlukan teknik-teknik partisipasi warga. Di masa mendatang perlu
dilakukan langkah-langkah agar partisipasi warga dalam kebijakan daerah
menjadi lebih efektif. Langkah lainnya adalah pemerintah harus
menumbuhkan kemampuan dan kesadaran warga untuk berpartisipasi
dalam kebijakan daerah. Kedua, harus membangun mekanisme interaksi
dua arah antara Pemerintah Daerah dan warga. Terakhir, adalah harus
memperkuat keterbukaan informasi dalam proses kebijakan.

D. RUJUKAN

[1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 1angka 8

[2] Ibid., Pasal 1 angka 6.

[3] Ibid., Pasal 17.

[4] Ibid., Pasal 22.

[5] Ibid., Pasal 1 angka 26 - 29.

[6] Ibid., Pasal 1 angka 41.

[7] Ibid., Penjelasan, him. 2.

[8] James Anderson, Public Policy Making, Boston: Houghton Mifflin
Company, p. 5, 2000.

[9] Ibid., p. 47.

[10] S.X. Hanekom, C. Thornhill, C, Public Administration in Contemporary
Society: A South African Perspective, Revised Edition. Pretoria:
Southern, p. 67, 1993.

[11] Ivan Henry Meyer, Francois Theron, A. Van Rooyen., Public and
Development Management, Bellville: University of Stellenbosch, p. 53,
1995.

[12] Meiring, C., Social Development and the State, New York: Methuen,
p. 42, 2000.

[13] David Easton, The Political System, New York: Alfred, p. 300, 1953.

Partisipasi Warga Negara Dalam Kebijakan Daerah | 87




[14] Thomas Dye, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs: Prentice-
Hal, p. 8, 1995.

[15] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang-undangan, Pasal 1 angka 11.

[16] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 237 ayat (1).

[17] Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik,
https://nasional kompas.com/read/2022/03/15/04000011
/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik.

[18] Gene Rowe and Lynn Jayne Frewer, “Public Participation Methods: A
Framework for Evaluation”, Science, Technology & Human Values, Vol.
25, Issues 1, p. 6 =7, 2000.

[19] Thomas Beierle and Jerry Cayford, Democracy in Practice: Public
Participation in Environmental Decisions, Washington DC: Resources
for the Future, p. 6, 2002.

[20] James L. Creighton, The Public Participation Handbook: Making
Better Decisions through Citizen Involvement, San Francisco: Jossey-
Bass, A Wiley Imprint, p. 7, 2005.

[21] European Institute for Public Participation, “Public Participation in
Europe: An International Perspective”, Bremen: European Institute for
Public Participation, p. 6, 2009.

[22] F Lammers, Popular Participation in Planning for Basic Needs, Hants:
Gower, p. 117, 1988.

[23] Charles E. Mize, Citizen Participation in Public Decision-making: a
Study of the Willamette National Forest, Oregon: School of
Community Service and Public Affairs, p. 1972.

[24] Research on Citizen Participation in the Implementation of Public
Policy in Big Data, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-
6596/1168/3/ 032013/pdf

[25] Susan Tanaka, “Engaging the Public in National Budgeting: A Non-
Governmental Perspective”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 2,
p.139-177, 2007.

[26] Marcus B. Lane, “Public Participation in Planning: An Intellectual
History”, Australian Geographer, Vol. 36, Issues 3, p. 283-299, 2005.

88 | Studi Kebijakan Melihat Kolaborasi Pemerintah Daerah & Warga Negara




[27] Anne J. Camay, Phiroshaw, Gordon., Evolving Democratic Governance
in South Africa, Johannesburg: Co-operative for Research and
Education, p. 249, 2004.

[28] Chaney, P., Civil Society and Gender Mainstreaming: Empirical
Evidence and Theory-Building from Twelve Post Conflict Countries
2005-15, World Development, Vol. 83, p. 280-294, 2016.

[29] Mubangizi B. C., “Participatory Service Delivery Processes With
Reference to The Rural-urban Divide of South Africa’s Municipalities”,
Administration Publica, Vol. 18, No. 2. P. 148 — 165, 2010.

[30] Richards Q, Community Participation, New York: Wiley, p.

23, 1995.

[31] Camay, P. & Gordon, A.J, Op. Cit., p. 250 — 251.

[32] What is civic participation?, https://zencity.io/glossary/what- is-civic-
participation/#:~:text=Civic%20participation %20i5%20the%20
involvement,in%20government%

[33] H.S. Baum, Citizen Participation, in International Encyclopedia of the
Social & Behavioral  Sciences, p. 1840-1846, 2001,
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/citizens-
participation

[34] Fanie Cloete, Improving Public Policy, Pretoria: Van Schaik, p. 4, 1995.

[35] Fox & Meyer, Public and Development Management, Bellville:
University of Stellenbosch, p. 29, 1995.

[36] H. Kotze & A. Kellerman, Development Administration and
Management: A Holistic Approach, Pretoria: Van Schaik, p. 40, 1997.

[37] Fox & Meyer, Op. Cit., p. 20.

[38] Langton, Citizen participation in America, Massachusetts: Lexington,
p.17,1978.

[39] Fox & Meyer, Op. Cit., p. 31.

[40] Koos Bekker, Citizen participation in Local Government, 1st ed.,
Pretoria: Van Schaik, p. 58, 1996.

[41] Fanie Cloete, Op. Cit., p. 21.

[42] Koos Bekker, Op. Cit., p. 55.

[43] Cogan, C., & Sharpe, G., Planning Analysis: The Theory of Citizen
Involvement, p. 283, 1986, http://pages.uoregon. edu/rgp/PPPM
613/class10theory.htm.

Partisipasi Warga Negara Dalam Kebijakan Daerah | 89




[44] Ibid., p. 284.

[45] Liao Xiaodong et al, “Research on Citizen Participation in the
Implementation of Public Policy in Big Data Age”, Journal of Physics:
Conference Series 1168 032013, p. 3 -5, 2019.

[46] Ibid., p. 6.

[47] Cogan, C. & Sharpe, G., Op. Cit., p. 292-294.
[48] Ibid., p. 293.

[49] Ibid., p. 298.

90 | Studi Kebijakan Melihat Kolaborasi Pemerintah Daerah & Warga Negara




TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KEBIJAKAN DAERAH
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A. PENGANTAR

Pasca reformasi 1998 telah terjadi perubahan paradigma
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula sentralisasi menjadi
desentralisasi. Dalam pengertian klasik, desentralisasi adalah pengalihan
sebagian wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah.[1] Desentralisasi mengacu pada
restrukturisasi kewenangan, sehingga terdapat sistem tanggung jawab
bersama antar lembaga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat
dan daerah berdasarkan asas subsidiaritas untuk meningkatkan kualitas
dan efektivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan, serta
meningkatkan kewenangan dan kapasitas tingkat daerah.

Desentralisasi juga bisa diharapkan dapat berkontribusi pada elemen
kunci tata pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan kesempatan
untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi, sosial dan politik;
membantu dalam mengembangkan kapasitas rakyat dan meningkatkan
respon pemerintah, transparansi dan akuntabilitas.[2]




Daerah bersama DPRD merumuskan kebijakan daerah. Ada beberapa asas
yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan daerah hingga
implementasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat berfungsi secara maksimal
dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah.
Pembuatannya harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan
perundang-undangan vyang baik dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Asas tersebut adalah asas keterbukaan (transparansi) dan
akuntabilitas. Dalam perspektif kebijakan, transparansi adalah untuk
menggambarkan kebijakan yang mudah dipahami, di mana informasi
tentang kebijakan itu tersedia, dan akuntabilitasnya jelas. Akuntabilitas
adalah sejauhmana kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hal ini para pembuat kebijakan bertanggung jawab kepada
masyarakat dan kepada lembaga yang bersangkutan.

Fakta menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah daerah terhadap
transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah akan dapat membantu
mengembangkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik adalah fungsi
dari praktik transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan
akuntabilitas kebijakan akan mendorong keterlibatan warga masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu juga akan
meningkatkan kepercayaan publik. Adapun akuntabilitas menunjukkan
citra transparansi dan kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari
pemerintahan yang demokratis.
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DAERAH DAN POLITIK KEWARGAAN
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A. PENDAHULUAN

Dalam desain pemerintahan sentralistik sebagaimana yang pernah
dipraktikkan oleh rezim Orde Baru, membicarakan politik kewargaan
seperti sebuah mimpi. Kekuasaan negara yang juga diimplementasikan
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mendominasi seluruh
tafsir kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hanya tersedia
ruang yang sangat terbatas bagi warga untuk bisa menegaskan
eksistensinya baik terkait statusnya sebagai warga, hak-hak sosialnya,
apalagi hak politiknya. Sampai krisis multidimensi tahun 1998 datang dan
benar-benar menggerogoti kemampuan negara dalam mengendalikan dan
merespon kekuatan di luar dirinya. Suatu kenyataan politik yang signifikan
mempengaruhi kemampuan negara dalam mengontrol kekuatan di luar
dirinya termasuk warganya.

Reformasi kekuasaan negara kemudian menjadi keniscayaan, dimana
melalui gerakan reformasi dilakukan rekonstruksi pola relasi antara negara
dengan warga, dari pola dominasi menuju titik keseimbangan relasi yaitu
pola demokratis. Gagasan demokrasi mengandaikan keberadaan dan




menggunakan cara non diskursif seperti: protes, demonstrasi, unjuk rasa,
membuat petisi, lobi-lobi, jejaring dengan tokoh-2 penting sebagai pilihan
untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai warga.

Fenomena ini membuktikan bahwa implmenetasi kebijakan otonomi
memang tidak secara otomatis menghadirkan dapat pemerintahan daerah
yang demokratis, sebagai praktik pemerintahan ideal dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan warga. Sebagaimana ditegaskan Cheema
(2007) dibutuhkan adanya praktik pemerintahan daerah yang konsisten
dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, pelembagaan budaya
demokratis, serta bekerjanya mekanisme check and balances antara
eksekutif dan legialatif sehingga mampu menciptakan kondisi yang
memungkinkan warga untuk terlibat dan mengembangkan diri dalam
proses pembangunan di daerah.
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STUDI|KEBIJAKAN

MELIHAT KOLABORASI

PEMERINTAH DAERAH DAN WARGA NEGARA

edua kata ini secara harfiah memang mirip, tapi dalam

pengaplikasiannya terutama dalam urusan berpolitik akan

menjadi berbeda. Dalam konteks berpolitik, kebijakan tidak
sama dengan kebijaksanaan. Kita harus melihat kembali kata dasar
Bahasa Inggrisnya, kebijakan dari policy yang berarti garis haluan
sedangkan kebijaksanaan dari wisdom yang berarti kepandaian
dalam menggunakan akal budi. Kebijakan adalah produk sebuah
keputusan sedangkan kebijaksanaan adalah sikap dalam proses
pembuatannya. Negara, lembaga, dan organisasi perlu bersikap
bijaksana untuk menetapkan tindakan kepada khalayaknya agar
dapat sama-sama mencapai tujuan. Maka dari itu Kebijakan
adalah suatu konsep dan strategi yang diwujudkan dalam
tindakan-tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan dan menciptakan kesejahteraan. Kebijakan antara
lain dapat dikategorikan ke dalam pengaturan, distribusi, dan
prosedural. Dalam merumuskan kebijakan, identifikasi
permasalahan adalah hal pertama yang harus dilakukan sebelum
merumuskan konsep dan teori yang tepat untuk diterapkan. Tujuan
dan fungsi kebijakan antara lain adalah untuk menjamin
kepentingan masyarakat umum sebisa mungkin. Meski pada
implementasinya banyak kebijakan yang belum sesuai, namun
tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan diganti jika sudah tidak
relevan. Kebijakan ditetapkan sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Selain itu, membuat dan melaksanakan kebijakan harus
didorong oleh keinginan untuk menghindari konflik dan
pertentangan. Dengan demikian kebijakan berfungsi untuk
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